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ABSTRAK
Pelaksanaan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka oleh penyidik yang ditangani oleh Polresta Samarinda dari tahun ke tahun mengalami penurunan, itu dapat dilihat dari yang diperoleh dari register Polres Samarinda. Penurunan ini dikarenakan dari kerja keras aparat Kepolisian dalam menangguhan kejahatan, sehingga orang takut melakukan kejahatan atau kesalahan akibat hukuman. Ada beberapa alasan yang ditimbulkan dalam surat permohonan Penangguhan Penahanan agar tersangka memperoleh Penangguhan Penahanan, antara lain : Tersangka tidak akan melarikan diri dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan; Jaminan dari pihak keluarga, untuk upaya Penangguhan Penahanan; Tersangka tidak akan menanggulangi perbuatannya lagi; Tersangka belum pernah dihukum; Masih menjalani studi di lembaga Pendidikan. Penangguhan penahanan adalah hak tersangka sebelum masa penahanannya  berakhir, sedangkan tujuan penahanan adalah untuk memberi wewenang kepada penyidik dan penuntut umum serta hakim untuk menahan terhadap  orang-orang yang diduga atau patut diduga telah melakukan kejahatan. Maksud  penahanan adalah : Menjaga agar tidak menimbulkan kekhawatiran tersangka untuk melarikan diri.; Menjaga agar tersangka tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; Menjaga agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana lagi. Di dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan, penyidik tidak begitu saja mengabulkan permohonan penangguhan penahanan, penyidik akan melihat bobot perkara dari tindak pidana yang telah bdilakukan oleh tersangka. Pertimbangan-pertimbangan seorang penyidik untuk menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan  antara lain : Tindak Pidana yang dilakukan tersangka tidak meresahkan masyarakat; Tersangka masih muda usianya; Masih dibangku sekolah atau perguruan tinggi. Adapun Penolakam penangguhan penahanan juga bisa terjadi apabila tersangka dimungkinkan akan :  melarikan diri; tempat tinggal tersangka tidak tetap; jika dimungkinkan tersangka akan menghilangkan barang bukti untuk mengaburkan jalan pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat pemeriksaan lainnya; Tidak melaksanakan syarat-syarat yang telah diperjanjikan antara penyidik dengan tersangka, misalnya wajib lapor dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan  yang dihadapi penyidik sebagai berikut : Tersangka tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan atau sayarat-syarat dalam penangguhan penahanan;  tidak jelas identitas tersangka  dan tidak ada penjamin bagi tersangka.
ABSTRACT


Implementation of the Suspension of detention of suspects by investigators who dealt with by the Police Samarinda from year to year has decreased, it can be seen from those obtained from registers Police Samarinda. The decrease is due to the hard work of police officers in menangguhan crime, so that people are afraid of making mistakes due to crime or punishment. There are several reasons that caused the suspension of the application letter that the suspect gained Suspension Detention Detention, among others: Suspect will not run away and do not complicate the course of the examination; Guarantee of the family, to attempt Suspension of Detention; Suspect will not cope with his actions again; The suspect has not been convicted; Still undergoing studies in education institutions. Surety is the right suspect before his term ends, whereas the purpose of detention is to give authority to the investigators and prosecutors and judges to hold against those suspected or reasonably suspected to have committed a crime. The purpose of detention is: Keeping in order not to cause concern for the suspect fled .; Keeping the suspect not to damage or destroy evidence; Keeping suspect criminal offense not to repeat again. In the grant application for the suspension of detention, investigators do not just granted suspension of detention, the case investigator will see the weight of the crime have been bdilakukan by the suspect. Considerations an investigator to accept or reject the application for suspension of detention include: Crime of the accused have not disturbing the public; Suspect young age; Still dibangku school or college. The Penolakam surety can also occur if the suspect would be possible: to escape; suspect residence is not fixed; if possible suspect would destroy evidence to obscure the examination both at the level of investigation and other examinations; Not implementing the terms that have been agreed between the investigators to a suspect, for example, must report and others. The obstacles faced by investigators as follows: Suspect did not heed sayarat provisions or conditions in the surety; the identity of the suspect is unclear and there is no surety for accused.

BAB II

KERANGKATEORITIS

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

            Pembangunan dibidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati  hak dan kewajibannya agar dapat dicapai pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Ketertiban dan pengertian hukum di dalam praktek masih cukup banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyidikan dalam hubungan dengan penentuan, lebih-lebih lagi bila mengingat bahwa penanganan dan  penyelesaian perkara menurut sistem KUHAP menganut sistem cepat, sederhana dan biaya ringan.


Konsekuensi berlakunya KUHAP dan penerapannya tergantung pada para pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaan KUHAP tentu saja aparat negara yang paling banyak terkait dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian,  Kejaksaan serta Kehakiman.


Selanjutnya dalam sub ini penulis bahas mengenai kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia disebut sebagai berikut :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ( pasal 1 butir 1 );

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ( psl 1 butir 2);

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian ( pasal 1 butir 3 );

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik  Indonesia dalam rangka memelihara  ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ( Psl 1 butir 4 );

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan  penanggung jawab fungsi kepolisian ( Pasal 1 butir 14) ;

6. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ( Pasal 2 );

7. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus;

b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan / atau

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

8. Pengenban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  a, b, c, melaksanaan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing ( pasal 3 butir 2 );

9. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU. No. 2 Tahun 2002 )  adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakan hukum; dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 14 melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap  kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknik terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan /atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian ; serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan wewenang Kepolisian.

B. Upaya Penangguhan Penahanan

Upaya penengguhan penahanan di dalam KUHAP tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi hanya disebut garis besarnya saja. Sebagai gambaran penulis mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap, yang menyebutkan makna penangguhan yang berarti :


Mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Bila menitik beratkan  pada masalah tahanan yang resmi dan sah masih berlaku, akan tetapi pelaksanaan penahanannya yang masih berlaku tersebut ditangguhkan walaupun masa penahanannya belum habis, dengan upaya penengguhan ini tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan.


Kesempatan ini diberikan oleh KUHAP dalam pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan :

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat ,mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan 6 ( M. Yahya Harahap, 1985 :  226 ).

Mengenai tata  cara pelaksanaan penangguhan dan syarat-syarat jaminan dalam KUHAP juga tidak diuraikan, sehingga KUHAP masih memerlukan aturan pelaksana, ini terbukti dengan terbitnya PP No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan hal tersebut itulah keluarga, penasehat hukum tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan agar tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan tentunya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi yang menahan.

· Syarat Penangguhan Penahanan

Sebelum penangguhan penahanan diberikan, tersangka atau terdakwa harus terlebih dahulu mengetahui sekaligus bersedia untuk memenuhi  syarat –syarat yang  dibebankan kepadanya. Syarat yang dimaksud didalam pasal 31 tidak  dijelaskan akan tetapi dapat kita lihat di dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar kota.

Dengan demikian dapat disimpulkan syarat-syarat penangguhan  penahanan dari penjelasan pasal 31 KUHAP adalah sebagai berikut:

· Wajib lapor;

· Tidak keluar rumah;

· Atau tidak keluar kota;

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan.

· Jaminan Penangguhan Penahanan

Jaminan penangguhan penahanan dalam pasal 31  KUHAP disebutkan sebagai  berikut :

“Dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang”

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada instansi yang menahan untuk menagguhkan penahanan dengan atau tanpa jaminan, dengan kata lain jaminan ini semata-mata diserahkan kepada penilaian dan pendapat instansi yang menahan tentunya setelah meninjau dari semua sudut, baik dari sudut keamanan dan kelancaran penanganan perkara, yang jelas penangguhan penahanan dengan tanpa jaminan tidak menyebabkan penangguhan penahanan itu menjadi tidak sah karena jaminan bukanlah merupakan  faktor mutlak, hanya saja agar syarat penangguhan penahanan betul-betul ditaati. Sebaiknya penangguhan itu disertai dengan penetapan jaminan ini dimaksudkan untuk lebih dapat mempertanggung jawabkan tersangka atau terdakwa dari perbuatan melarikan diri.

· Pencabutan Penangguhan Penahanan

Jika penyidik penuntut umum dan hakim berwenang memberikan penangguhan penahanan, maka sebaliknya mereka berwenang untuk sewaktu-waktu untuk mencabut kembali penangguhan penahanan .

Akan tetapi tentu harus diingat, pencabutan kembali penangguhan penahanan  tidaklah dapat dilakukan sewenang-wenang tetapi harus ada dasar alasannya yang memberikan kelayakan bagi mereka untuk bertindak mencabut kembali penangguhan.

Dalam pasal 31 ayat 2 disebutkan :


Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat bagaimana dalam ayat 1;


Pasal tersebut memberi pedoman kepada para pejabat yang berwenang, bahwa mereka dapat bertindak melakukan pencabutan penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang ditentukan.

